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ORINEWS.id — Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan
lembaga baru yakni Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya
Anagata Nusantara (Danantara). Peresmian akan digelar di
Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Peresmian tersebut akan dilakukan langsung oleh Presiden
Prabowo Subianto. “Peluncuran Danantara akan diresmikan
langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto,”
kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat
Presiden Yusuf Permana, Minggqu(23/2/2025).

Menurut Yusuf peluncuran Danantara menandai era baru dalam
transformasi pengelolaan investasi strategis negara.
Peluncuran Danantara juga merupakan bagian dari komitmen
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pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita.

“Yakni visi besar untuk membawa perekonomian Indonesia ke
level yang lebih tinggi melalui investasi berkelanjutan dan
inklusif,” katanya.

BPI Danantara baru saja dibentuk setelah Rancangan Undang-
Undang (RUU) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 19 Tahun
2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) disahkan menjadi
undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR.

Nantinya, terdapat tujuh BUMN yang akan dikelola oleh
Danantara pada tahap awal operasional. Ketujuh BUMN tersebut
adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk (BRI), PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero),
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), PT Telkom
Indonesia (Persero) Tbk, dan Mining Industry Indonesia (MIND
ID).

Ketujuh BUMN ini dipilih karena merupakan yang memiliki
kepemilikan aset terbesar dari total 47 BUMN yang ada saat
ini. Selain itu, Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau
Indonesia Investment Authority (INA), yang merupakan sovereign
wealth fund (SWF) Indonesia hasil bentukan era Presiden ke-7
RI Joko Widodo (Jokowi), juga akan bergabung dengan Danantara.

Dengan demikian, BPI Danantara akan menjadi badan yang
mengelola aset-aset badan usaha milik negara (BUMN) jumbo yang
nilainya mencapai 900 miliar dollar AS atau sekitar Rp 14.670
triliun (kurs Rp 16.300).

Sementara itu, investasi awal yang disiapkan mencapai 20
miliar dollar AS atau sekitar Rp 326 triliun. Dana ini
bersumber dari efisiensi anggaran APBN.

Melalui Danantara, pemerintah akan menginvestasikan sumber
daya alam serta aset-aset negara sehingga diharapkan badan ini
dapat mendorong berbagai proyek yang memiliki dampak besar dan
berkelanjutan bagi Indonesia.
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Beberapa sektor yang menjadi fokus BPI Danantara mencakup
energi terbarukan, pengembangan industri manufaktur,
hilirisasi, dan pangan.

Dikutip dari Indonesia.go.id, model pengelolaan Danantara
adalah mengacu pada konsep Temasek Holdings Limited milik
Singapura dan berperan serupa dengan Indonesia Investment
Authority (INA).

Namun, cakupan[J Danantara lebih luas karena tidak hanya
mengelola aset tertentu, tetapi juga mengonsolidasikan aset-
aset pemerintah yang tersebar di berbagai kementerian agar
lebih terintegrasi dan efisien.

Danantara juga merupakan bagian dari warisan pemikiran ekonom
visioner sekaligus ayah dari Prabowo Subianto yakni Sumitro
Djojohadikusumo pada akhir 1980-an. Sumitro mengusulkan
pengelolaan sebagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
untuk kepentingan investasi nasional.

Menurut Sumitro, Danantara adalah investment trust yang juga
berperan sebagai dana penjamin investasi atau guarantee fund.
Dia bahkan membayangkan lembaga tersebut dapat membeli saham
perusahaan swasta yang menguntungkan.

Ide Sumitro tersebut ditolak oleh Menteri Keuangan J.B
Sumarlin pada 16 Desember 1996. Menurut J.B Sumarlin,
Indonesia belum membutuhkan lembaga pengelola laba BUMN.

Meski ditolak di negeri sendiri, ide program Danantara justru
mendapatkan tempat di Malaysia. Meski tidak menyebutnya secara
langsung, pernyataan Sumitro merujuk pada Khazanah Nasional
Berhad yang didirikan oleh pemerintah Malaysia pada 1993.

Khazanah berfungsi sebagai induk perusahaan negara yang
berperan sebagai lembaga investasi sekaligus dana penjamin,
sesual dengan gagasan Sumitro.[source:tribunnews]



